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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Dikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI telah menimbulkan suatu aturan yang

baru terhadap sistem peradilan pidana, secara yuridis dalam tatanan kewenangan mengatur masalah

kekuasaan kehakiman adalah sesuai yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945. Hal ini telah tersisipkan dalam

Undang Undang tentang TNI yang merujuk pada pasal 30 UUD 1945 tentang pertahanan negara. Hal ini

membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang terkena aturan tersebut, sebab harus

memulai dari mana sedangkan aturan hukum yang mengatur hanya mengenai penundukan militer terhadap

peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum dan penundukan militer kepada peradilan militer

yang melakukan tindak pidana militer. Hal ini ada dua yurisdiksi yang mengadili anggota militer. Penelitian

ini mencoba menyikapi persoalan yang terjadi dengan menginventarisir peraturan-perundangan yang

dianggap perlu serta menganalisa kelemahan-kelemahannya dan memberikan saran dalam efektifitas

pemberlakuannya. Dalam melaksanakan perintah Undang¬undang No. 34 Tahun 2004 ini perlu diperhatikan

selain aspek yuridis juga aspek sosiologis dan psikologis, karena hukum akan menjadi kaidah yang mati

apabila kaidah tersebut hanya berlaku secara yuridis, artinya harus juga mempertimbangkan faktor¬faktor

lain yang akan mempengaruhi pemberlakuan hukum tersebut seperti budaya hukum dari anggota masyarakat

atau kelompok masyarakat yang terkena aturan tersebut. Apabila melihat pads kedudukan kepolisian sebagai

penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai yang di atur dalam Undang-undang No, 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Undang¬undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang

mengatakan bahwa Polisi sebagai pejabat negara yang melakukan penyidikan, maka apabila hal ini

dihadapkan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa penyidik di lingkungan

peradilan militer adalah Ankum, PaM dan Oditur, sama halnya yang berlaku dalam hukum militer Amerika

Serikat bahwa penyidikan dilakukan oleh anggota militer yang ditunjuk oleh Undang-undangnya. Maka oleh

karena itu, kedudukan Kepolisian umum sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana tidak dapat

diberlakukan juga kepada militer karena tidak ada landasan hukumya yang mengatur demikian. Untuk

efektifitas pelaksanaan pemberlakuan Undang¬undang ini maka perlu menyiapkan aturan hukum terkait

sebagai pendukung seperti pembenahan terhadap hukum materiilnya, atau memberlakukan sistem peradilan

pidana campuran, atau merevisi Undang-undangnya. Dalam penelitian ini dilakukan usaha-usaha dalam

menemukan sinkronisasi analisa normatif dan sosiologis yang akan menghasilkan jawaban-jawaban atas

permasalahan¬permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

The promulgation of Law no. 34/2004 on Indonesian National Armed Forces marks the emergence of a new

regulation in the criminal court system which juridically governs-at the level of authority-the judicial power

pursuant to Article 24 of the 1945 Constitution. This issue has been incorporated in the Armed Forces Law

referring to the Article 30 of the 1945 Constitution on state defense. This has brought tremendous impact to
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the people affected by the Law: it is unclear from where the prosecution should begin because the existing

regulations only govern the military's submission to the general court in relation to general criminal cases as

well as military's submission to the military court in the case of military criminal acts. Hence, there are two

jurisdictions that are able to try military personnel. This research attempts to face this problem by listing the

necessary legislations and analyzing their weaknesses as well as providing suggestions for their effective

implementation. In the implementation of Law no. 34 Year 2004, the social and psychological aspects also

need to be considered besides juridical aspect since a law will become an inapplicable norm if it is mere

juridical. It signifies that other factors which influence the implementation, such as the legal culture hold by

the members of society affected by the law should be taken into account. In view of the position of the

police as criminal investigator, pursuant to Law no. 2/2002 on Police Force of the Republic of Indonesia and

Law no. 8/1981 on Criminal Procedural Laws, the police is the state official who conducts investigation.

However, if contrasted to Law no. 31/1997, the investigator within the military tribunal environment is the

Ankum (Atasan yang berhak merrghukum) 'judging supervisor', the POM 'military police' and the military

prosecutor. The same is also applicable in the US martial law where investigation is conducted by a

personnel assigned by the law. Therefore, the position of police as investigator to any criminal cases is not

applicable to the military situation due to the absence of appropriate legal basis. For an effective

implementation of this Law, it is necessary to have supporting relevant regulations to refine the material

law, impose mixed criminal tribunal, or revise the Law itself. In this study, several attempts have been

performed to identify the harmonization between normative and sociological analyses which will find

solutions to the problem.</i>


